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Pemkab Terima Exit Meeting BPK

Komitmen Perkuat Tata Kelola

SUKADANA-Pemerintah Kabupat-
en Kayong Utaramenerima kunjungan
" Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Perwakilan Kaliman-
~tan Barat m rangka Exit Meeting
Pemeriksaan Terinci Laporan Keuan-
- gan Tahun Anggaran 2024 yang dige- .
lar, Senin, (7/5) di Ruang RapatBupati_
Kayong Utara, Kegiatan Exit Meeting
ini dihadiri oléh Penjabat Sekretaris
Daerah Kabupgten Kayong Utara,

Rene Rienaldy, yang mewakili Bupati

Kayong Utara, Romi Wijaya, serta para

Kepala Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) atau yang mewakili. Turut hadir

pula Tim Pemeriksa dari BPK Rl Per-

wakilan Kalimantan Barat. .

Pj Sekda Rere Rienaldy menyam-
paikan apresiasi atas pelaksanaan .
pemeriksaan qleh Tim BPK yang telah
berlangsung sejak akhir Maret lalu. Ia
menekankan bahwa proses audit ini
merupakan bagian dari mekanismes
penting dalam mewujudkan akunt-
abilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah. . .

Pj Sekda mermrambahkan, Pemer-
intah Daerah harus berkomitmen
untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan dan pelaksanaan pem-
bangunan secara berkelanjutan.
Menurtthya, audit dari BPK bukan
semata-mata proses formalitas, na-
mun merupakan kesempatan untuk

.mengevaluasi serta memperbaiki
'sistem yang ada. Ia juga menyam-
paikan pentingnya sikap terbuka dan
konstruktif terhadap rekomendasi
hasil pemeriksaan. “Kita harus men-
jadikan hasil audit ini sebagai cermin
untuk introspeksi, bukan sekadar
menggugurkan kewajiban adminis-
tratif” ungkap Rene Rienaldy.

Dalam arahannya, Pj Sekda menye-
butkan bahwa upaya perbaikan tata
kelola pemerintahan harus dilakukan,
meskipun kadang tidak populer. Na-
mun langkah tersebut penting guna
mencegah terulangnya temuan yang
dapat berdampak hukum di kemu-
dian hari. Ia mengingatkan bahwa

; , PROKOPIM
TIM BPK: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menerima kunjungan Tim
Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat.

terdapat batas toleransi terhadap
ke€alahan administrasi dan temuan,
yang apabila dilampaui bisa men-
jadi pelanggaran terhadap ketentuan
perundang-undangan. Oleh karena
itu, koordinasi antar-OPD menjadi
kunci dalam menyelesaikan setiap
persoalan teknis dan administratif.
“Jika terdapat kendala dalam proses
pencatatan atau pelaporan keuangan,
segera komunikasikan dengan instansi
terkait. Jangan menunda karena akan
berdampak pada kualitas laporanfang

kita hasilkan,” tambahnya.

Pj Sekda juga menyeoroti penting- -
nya akurasi dan standar tinggi da-
lam penyusunan laporan keuangan

daerah, mengingatdokumen tersebut
merupakan informasi publik yang
, terbuka untuk diakses dan dinilai oleh
‘masyarakat. :
Dalam kesempatan itu, pihak BPK
Perwakilan Kalimantan Barat mem-
berikan masukan secara umum terkait
‘hasil pemeriksaan terinci yang telah
dilakukan. Penyampaian ini bersifat
pembinaan dan bertujuan memperkuat
pemahaman OPD dalam pengelolaan.
keuangan daerah yang sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan. BPK:

juga memberikan penekanan bahwa’.

‘audit bukan bertujuan mencari kes-
“alahan, melainkan untuk memastikan
pengelolaan keuangan berjalan secara

— fertib, efisien, dan akuntabel. Oleh

sebab itu, ‘setiap rekomendasi hen-
daknya ditindaklanjuti secara serius
oleh perangkat daerah terkait.
Sebagai penutup, Pj Sekda meminta
kepada seluruh OPD agar responsif
dan tanggap dalam menindaklanjuti
hasil pemeriksaan BPK. Halini penting
agar tidak terjadi pengulangan temuan
di masa mendatang yang dapat mer-
ugikan daerah baik secara adminis-
tratif maupun finansial. “Ke depan,
saya harapkan tidak ada lagi temuan

-yang bersifat berulang. Ini demi men-

jaga integritas dan kepercayaan publik
terhadap kinerja Pemerintah Daerah,”
pungkasnya. (dan) e
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